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maraknya transaksi gesek tunai, Bank Indonesia mendorong Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) untuk 
bekerja sama dalam pemberantasan transaksi gesek tunai. Kerjasama itu dituangkan 
dalam Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang atau Merchant yang melakukan 
transaksi gesek tunai. Ada 23 Bank dan 12 Acquirer yang ikut menandatangani 
Nota Kesepahaman tersebut. Hal ini juga telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang menjelaskan adanya 
kewajiban pihak Bank dan Aqcuirer untuk melakukan tukar-menukar informasi 
atau data tentang pedagang atau merrchant yang melakukan tindakan yang 
merugikan. Kewajiban tukar-menukar informasi atau data tentang nama dan data 
pedagang ditindak lanjuti dengan mengusulkan nama pedagang tersebut ke dalam 
suatu daftar hitam (backlist) pedagang. Pihak Bank dan Acquirer selanjutnya 
dilarang untuk melakukan bentuk kerjasama apapun dengan pihak pedagang yang 
masuk backlist. Hingga saat ini pun terdapat tindakan nyata dalam penegakan 
hukum berupa penangkapan oknum-oknum yang mencoba memfasilitasi transaksi 
gesek tunai. 
BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pihak Bank dalam 
mengawasi transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
  
1. Adanya pengaturan Larangan transaksi Gesek Tunai menggunakan Kartu 
Kredit di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 
memberikan tanggung jawab hukum kepada Pihak Bank sebagai Acquirer 
yang melakukan kerjasama dengan Pihak Pedagang (Merchant) untuk 
melakukan pengawasan dan edukasi terhadap larangan tersebut. Hal ini 
diterapkan dengan cara mencantumkan klausula larangan Gesek Tunai atau 
menjadikan uang sebagai objek transasksi dalam perjanjian kerjasama antara 
Pihak Bank dengan Pedagang. Sebagai suatu kewajiban, apabila kewajiban 
tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak Bank dapat meminta pertanggung- 
jawaban kepada Pedagang (Merchant) dari segi Perbuatan Melawan Hukum 
karena melanggar Undang-Undang. Selain itu Pihak Bank juga wajib 
mengehentikan kerjasama dengan Pedagang yang diketahui melakukan 
transaksi Gesek Tunai. Selain itu untuk mencegah adanya transaksi Gesek 
Tunai, Pihak Bank diwajibkan melakukan tukar-menukar informasi atau data 
dengan seluruh Acquirer lainnya dan mengusulkan pencantuman nama 
Pedagang tersebut dalam daftar hitam (Merchant Black List). 
2. Penerapan Aspek Kehati-hatian dalam perlindungan konsumen khususnya 
Nasabah di bidang jasa pembayaran terhadap larangan transaksi Gesek Tunai 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Pada saat permohonan aplikasi kartu kredit, Pihak Bank wajib 
memberikan informasi kepada Nasabah Pemegang Kartu Kredit 
mengenai produk, program, transaksi-transaksi yang boleh dilakukan dan 
  
tidak boleh dilakukan sehubungan dengan fasilitas dan/atau layanan yang 
diberikan. 
b. Sebelum melakukan kerjasama dengan Pedagang (Merchant), Pihak 
Bank sebgai Acquirer harus mempersiapkan perangkat hukum yang ada 
berupa pokok-pokok perjanjian tertulis antara Acquirer dengan 
Pedagang, bukti kesiapan penerapan manajemen resiko yang meliputi 
manajemen resiko likuiditas, manajemen resiko kredit, dan manajemen 
resiko operasional serta bukti kesiapan operasional. 
c. Pedagang atau Merchant diwajibkan untuk memberikan Laporan 
Triwulan secara berkala tentang kegiatan transaksi yang dilakukan yang 
nantinya akan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas yang 
mengawasi Acquirer. Selain itu Pihak Bank juga diwajibkan melaporkan 
hasil audit Teknologi Informasi berupa penggunanaan mesin Electronic 
Data Capture dan/atau Imprinter kepada Bank Indonesia. 
d. Pihak Bank sebagai Acquirer wajib melakukan evaluasi terhadap 
Laporan Triwulan yang diberikan oleh Pedagang agar dapat 
mengantisipasi perubahan dan kegagalan dalam pelakasanaan APMK. 
B. SARAN 
1. Pihak Bank penerbit kartu kredit harus memperbaiki penjanjian dan ketentuan 
dalam kerjasama pemberian mesin gesek kartu kredit (EDC). Pencantuman 
klausula tentang kegiatan yang dilarang untuk dilakukan pihak merchant 
harus diuraikan secara terperinci dan jelas. Selain itu dalam perjanjian perlu 
di tegaskan kembali perlunya menyampaikan laporan triwulan kegiatan usaha 
  
pihak merchant. Pihak Bank juga harus menyampaikan dan menjelaskann 
secara detil hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta kemungkinan 
resiko yang akan timbul pada nasabah jika merchant masih secara diam-diam 
memfasilitasi transaksi gesek tunai. 
2. Nasabah pemilik kartu kredit harus bersikap bijak dan cermat dalam 
menggunakan kartu kredit. Kartu kredit seharusnya digunakan sebagai alat 
pembayaran dan bukan sebagai alat berutang. Pihak Bank harus secara aktif 
mengedukasi nasbahnya tentang hak dan kewajibannya sebagai pemegang 
kartu kredit dan dipastikan nasabah tersebut paham tentang resiko kredit 
macet yang dapat ditimbulkan dari transaksi gesek tunai 
3. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan seharusnya menetapkan 
regulasi yang tepat dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk di 
dalamnya pihak Kepolisian untuk memberantas praktek-praktek gesek tunai 
yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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